
GUBERNUR ACEH 

PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR 2. 2 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK. 
07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, 
perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Aceh Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 906/923/keuda Tanggal 5 Februari 
2021, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH
CHT, OAK Fisik, OAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, 
BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka diperlukan 
pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pendidikan Aceh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Kesehatan Aceh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Aceh, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 
Penduduk Aceh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan perdagangan 
Aceh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Aceh, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah Aceh, 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh; 

c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 906/ 1622/keuda tanggal 25 April 
2021, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait OAK Non Fisik 
J enis Ban tuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman 
Budaya dan OAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi 
Kependudukan, maka diperlukan pergeseran pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; 
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d. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 906/3017 / keuda Tanggal 28 April 2021, Perihal 
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan 
DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 
2021, maka diperlukan pergeseran pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Kesehatan Aceh dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Pendidikan Aceh; 

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, serta Pasal 160 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Keuangan Aceh, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan melalui perubahan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan . ... / 3 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201.9 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 655); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 
Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun 
Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Aceh Nomor 70); 

12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana 
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi 
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Aceh Nomor 85); 

13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 
(Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7); 

14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 
2021 Nomor 2); 

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita 
Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 
2021. 

�\DATAWAHED\2021 \BPKA \MEI 

Pasal I ... / 4 



- 4 -

Pasall 

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur 
Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 
2021 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Aceh. 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal, '.2.0 Mei 2021 

8 Syawal 1442 

� SEKRETARIS DAERAH ACEH� , 

��:� 

Ditetapkan di Banda Aceh 
pada tanggal, 1-0 Mei 2021 

i Syawal 1442 

fa uBERNUR ACEH, l-

- �-
NOVA IRIANSYAH 

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 2. 1 
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